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ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia
sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan HAM
merupakan wujud dari solidaritas nyata dari suatu negara dengan warga negaranya
yang lemah. Pelanggaran HAM berat tahun 1965 adalah kasus yang terjadi di
Indonesia dengan korban yang sangat banyak, hingga hilangnya dan dibuangnya
korban adalah salah satu fakta besar yang sampai saat ini masih dalam
perbincangan sekaligus momok yang mengerikan bagi masyarakat Indonesia
apabila hal tersebut diulas kembali.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara advokasi yang
dilakukan Foperham dan bentuk keberhasilan yang dilakukan Fopperham
terhadap para korban HAM 1965. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
(field research) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan,
daerah atau lokasi tertentu.Studi lapangan dilakukan dengan memilih lembaga
FOPPERHAM (Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia)
Yogyakarta.Sedangkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, karena dalam penelitian ini
menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan
data yang berupa angka-angka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan. Pertama, Advokasi Fopperham pada
korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 dapat diketahui dari beberapa cara,
mulai dari memberikan edukasi pendidikan bagi masyarakat, memberikan bentuk
advokasi kebijakan, dan memberikan bentuk pelayanan kesehatan. Kedua, bentuk
keberhasilan Fopperham ‘dalam melakukan  advokasi terhadap klien dapat dilihat
dari pendekatan secara mikro, mezzo, dan makro. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh Fopperham.

Kata Kunci: Korban Langsung, Kekerasan, HAM, Tragedi HAM Masa Lalu,
HAM Berat 1965, Fopperham, Kipper.
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MOTTO

""Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang."

""Don’'t forget beautiful sunsets needs cloudy skies.*"

(Jangan lupa bahwa sunset yang indah membutuhkan awan yang kelabu)

“Kesuksesan bukanlah akhir, dan kegagalan juga bukan hal yang fatal. Hal
tersebut merupakan keberanian untuk melanjutkan apa yang penting.” —

Winston Churchill
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap
manusia sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia
merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM sebagai perwujudan dari hak
setiap warga negara untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya. HAM tidak
membenarkan adanya individualisme dan kepentingan kelompok sebagai hak
mutlak atas kebebasan warga negara.*

Keberadaan HAM merupakan wujud. dari solidaritas nyata dari suatu
negara dengan warga negaranya yang lemah. Pelanggaran HAM berat tahun 1965
adalah kasus yang terjadi di Indonesia dengan korban yang sangat banyak, hingga
hilangnya dan dibuangnya korban adalah salah satu fakta besar yang sampai saat
ini masih dalam - perbincangan . sekaligus  momok -yang. - mengerikan bagi
masyarakat Indonesia apabila hal tersebut diulas kembali.?

Pelanggaran-HAM- juga-merupakan masalah yang menjadi perbincangan
yang belum mendapatkan titik terang penyelesaiannya. Banyak cara untuk
mencari keadilan namun masih menjadi perdebatan banyak pihak, rekonsiliasi dan
audiensi juga masih mendapatkan jalan buntu. Kondisi seperti itu, dialami oleh

sebagian warga Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul.

1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1).
2Didik M. Ma’ruf Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma dan Realita (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006), 4.



Di mana dari hasil observasi penulis saat melakukan kunjungan di
beberapa rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM berat 1965
terdapat beberapa kendala, baik dalam mendapatkan akses BPJS maupun bentuk
layanan administrasi. Hal ini, tidak lain karena adanya rasa trauma yang dimiliki
beberapa masyarakat, sehingga berdampak pada para korban HAM 1965.3

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut pada penelitian ini. Penulis
akan mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan korban pelanggaran HAM 1965
baik dalam sisi traumatis maupun dari sisi mentalitas korban.

Di dalam undang-undang republik Indonesia nomer 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha
esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.*

Maka, hak asasi manusia merupakan hak yang harus dihormati setiap
orang dan juga merupakan ‘hal yang wajib dilindungi olen negara. HAM
mencakup hak-hak  sosial-ekonomi, seperti: pangan, pakaian, perumahan,

pendidikan, kesehatan dan peluang kerja, serta hak-hak sipil-politik, seperti: hak

untuk hudup, untuk memilih, berkumpul kebebasan berpendapat, kebebasan dari

3 Observasi di lapangan pada tanggal 21 Oktober 2019.
4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1).



penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta perlindungan hukum yang

sama.’

Dengan adanya peradilan yang mengatur perlindungan dan jaminan hak-
hak korban, maka ditetapkannya peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana dalam undang-undang tersebut
terdapat tiga pokok utama yakni rumusan hak-hak serta bentuk-bentuk
perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban, kelembagaan LPSK
(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dan Syarat dan Tata Cara Pemberian
Perlindungan Dan Bantuan yang dilakukan oleh LPSK.® Dalam pasal 6 UU No.
13 Tahun 2006, menyatakan bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia
yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga
berhak untuk mendapatkan: a) bantuan medis, dan b) bantuan rehabilitasi psiko-

sosial.’

Pelanggaran HAM berat tahun 1965 merupakan salah satu isu yang masih
menjadi perdebatan di Indonesia, sampai saat ini belum ada titik terang
penyelesaian untuk pelanggaran HAM berat tahun 1965. Korban yang termasuk
dalam kaum marjinal dikarenakan tidak adanya sumber daya dan dampak dari
mantan tahanan politik (tapol) membuat ketidakperhatian pemerintah dalam
faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor utama untuk para korban yang

sebagian besar membutuhkan fasilitas kesehatan, karena usia para korban yang

5 Galuh Wandita dan Karel Campbell-Nelson, Melepas Belenggu Impunitas Sebuah
Panduan Untuk Pemahaman Dan Aksi Bagi Perempuan Penyintas, (tt: Asia Justice and Right,
2015), 20.

® Lihat UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Ibid



sudah lebih dari 60 tahun atau sudah dikatakan lansia. Perhatian terhadap korban
sangat signifikan seperti dalam Kongres PBB tentang “Prevention of Crime and
The Treatment of Offenders” ke-7 di Milan 1985, ke-8 di Havana tahun 1990 di
Kairo yang berkaitan dengan kejahatan perkotaan, kejahatan di lingkungan remaja
dan kejahatan kekerasan, termasuk perspektif baru tentang korban kejahatan, ke-
10 tahun 2000 di Wina tentang kejahatan dan keadilan menghadapi Abad-21.
Dalam hal ini dibicarakan tentang “keadilan restoratif” untuk mengurangi

kejahatan, perbaikan korban, pelaku dan masyarakat.®

Semua itu sebagian besar dialami oleh perempuan-perempuan korban
langsung HAM berat masa lalu di beberapa kota Yogyakarta. Sehingga, Forum
Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) merupakan satu
dari sekian organisasi swasta yang bergerak di bidang penegakan HAM dan
penanganan perempuan korban langsung HAM berat masa lalu 1965. Misi dari
Fopperham adalah membantu korban langsung tahun 1965 untuk mendapatkan

Hak Asasi Manusia dan hanya berfokus pada perempuan.®

Karena 'salah satu program Kkerja dari: Fopperham adalah melakukan
advokasi kepada para perempuan korban langsung 1965 dengan cara memberikan
pelatihan-pelatihan keterampilan dan membantu dalam memberikan layanan
kesehatan dan program advokasi terhadap para korban pelanggaran HAM 1965.
Salah satu advokasi yang dilakukan oleh Fopperham adalah audiensi ke

pemerintah dan audiensis ke lembaga swasta. Perempuan korban konflik 1965

8Prof. Dr. Muladi, SH., “Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan”,
Jurnal Perlindungan LPSK, Edisi 4 vol. 1 (2014), 7
® Wawancara dengan lbu ST tanggal 27 Maret 2019 di Kantor Fopperham.



perlu mendapatkan advokasi agar dapat melangsungkan hidup di lingkungan
masyarakat tanpa ada diskrimininasi dan tekanan dari pihak tertentu. Advokasi
yang dilakukan oleh Fopperham kepada perempuan korban konflik 1965 mengacu
pada HAM vyang mutlak ditegakkan kepada setiap individu. Berdasarkan
pemikiran tentang pentingnya penegakan HAM terhadap perempuan korban
konflik 1965 yang dilakukan oleh Fopperham, peneliti akan mengangkat tentang
advokasi hak kesehatan yang diberikan kepada korban langsung HAM Berat Masa

lalu 1965.1°

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi lebih
detail terkait dengan advokasi hak kesehatan yang dilakukan oleh Fopperham
kepada para korban HAM berat masa lalu tahun 1965. Agar isu tentang kekerasan
dan stigma stokholder masyarakat terhadap para korban HAM berat 1965 tidak
semakin meluas, sehingga masyarakat paham tentang sejarah kelam yang masih
beredar di masyarakat terkait dengan isu HAM 1965. Maka, melalui penelitian ini,
di samping masyarakat sadar, dan para korban kekerasan HAM 1965 juga bisa
mendapatkan akses kesehatan dan keberadaannya bisa diakui oleh masyarakat
sekitar. “Dengan " demikian, penulis tertarik ~untuk® mengambil “judul tentang
“Advokasi Hak Kesehatan Pada Korban Pelanggaran HAM Berat Tahun 1965 di

FOPPERHAM Yogyakarta.”

10 Dokumentasi Arsip di Kantor Fopperham.



B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa itu Fopperham dan mangapa Fopperham punya perhatian terhadap
isu hak kesehatan korban pelanggaran HAM tahun 1965?
2. Bagaimana Fopperham melakukan advokasi hak-hak kesehatan korban

pelanggaran HAM berat tahun 1965?

C. Tujuan dan Manfaat Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat pada penelitian ini adalah pertama,untuk
mengetahui cara advokasi Fopperham dalam memenuhi hak kesehatan pada
korban pelanggaran HAM berat tahun 1965. Kedua, untuk mengetahui
Fopperham dalam advokasi hak kesehatan korban pelanggaran HAM berat tahun

1965.

Sedangkan manfaat penelitian ini dari segi praktis diharapkan mampu
memberikan® manfaat bagi ' lemhaga Fopperham, kaitannya dalam melakukan
pendampingan advokasi bagi korban ‘pelanggaran ‘HAM berat tahun 1965.
Sedangkan ‘ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti di bidang social works,
maupun bagi lembaga yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan
Advokasi pendampingan dalam memenuhi hak kesehatan korban pelanggaran

HAM.



D. Kajian Pustaka
Pembahasan tentang peran lembaga dalam pemenuhan kesehatan pada
korban langsung kasus HAM berat masa lalu masih dalam taraf yang sangat
sedikit, oleh karena itu peneliti akan mengeksplorasi lebih detail lagi kajian
tersebut, dengan menggali dari beberapa referensi baik dari tesis, jurnal, buku,
ataupun artikel akan menjadi rujukan yang akan menjadi acuan penelitian.
Sehingga dari beberapa hasil penelitian tersebut, akan peneliti tuangkan pada

beberapa sub yaitu:

Pertama, Nunik Nurhayati, artikel dengan judul “Quo Vadis Perlindungan
Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Melalui Jalur Non Yudisial ” diambil dari Jurnal Jurisprudence. Kajian konseptual
terkait kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa
lalu dengan jalur non yudisial dan bertujuan untuk merumuskan jaminan
perlindungan HAM bagi para korban. Hasil dari pembahasan didapat kajian
berupa data pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasarkan UU 26/2000
tentang pengadilan HAM, prosedur penyelesaian pefanggaran HAM berat adalah
melaui “jalur—yudistal. Hal i menjadi ‘kontraproduktif- dengan kebijakan
pemerintah untuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan
jalur non yudisial. Kesimpulan dari artikel ini adalah penggunaan Jalur Non
Yudisial dalam penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu tetap harus

menerapkan prinsip-prinsip umum peradilan HAM dan kepastian hukum bagi



korban tetap harus dilaksanakan sebagai perlindungan Negara terhadap Hak Asasi

warga negaranya.*!

Kedua, Rena Yulian, artikel dengan judul “Menggugat Pemenuhan Hak
Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia” diambil dari Jurnal Hukum PRIORS.
Artikel ini Menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia tidak saja
meninggalkan permasalahan proses penegakan hukum, tetapi juga menyisakan
masalah perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia itu
sendiri. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak
asasi manusia tidak saja dari proses penegakan hukum melainkan pemulihan

kerugian korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.?

Ketiga, Abdul Haris, artikel dengan judul “Hak-Hak Korban Pelanggaran
Ham Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional)” diambil dari jurnal
Hukum. Artikel ini berisikan tentang kelemahan-kelemahan konseptual dalam
rumusan substansi peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai
korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat masih terdapat dalam hukum
positif kita sekarang ' ini.. Aspek substansi' tersebut dikhawatirkan akan
berimplikasi buruk bagi pelaksanaan perlindungan hak-hak korban pelanggaran
hak asasi manusia yang berat, mengingat aspek proseduralnya sudah barang tentu
sedikit banyak akan mengacu pada hukum materiilnya. Kondisi ini tentunya

menjadi tantangan yang diharapkan memacu semua pihak untuk dapat

11 Nunik Nurhayati, Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian
Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial Jurnal, Jurisprudence, Vol. 6 No.
2, (September 2016).

12 Rena Yuliana, Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Lalu Jurnal. Jurnal Hukwn PRIOR'S, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015.



memperbaiki dan memberikan sumbangsih terbaik dalam upaya perlindungan,

pemajuan hak asasi manusia, serta penegakan hukum dan keadilan bagi korban.®

Keempat, Indra Perwira, artikel dengan judul “Memahami Kesehatan
Sebagai Hak Asasi Manusia” diambil dari Jurnal Elsam, berisikan tentang hak
atas kesehatan manusia dan menjelaskan dua aspek kesehatan. Pertama, aspek
kesehatan sebagai hak individu yang melahirkan kewajiban pemerintah untuk
memenuhinya. Kedua, aspek kesehatan masyarakat. Kesehatan sebagai hak
individu belum mendapat pengakuan secara umum dan masih bersifat “dapat
dikurangi” (derogable). Negara-negara berkembang khususnya, masih berat
menerima hak atas kesehatan itu sebagai hak individu karena berbagai alasan.
Selain karena hal itu akan membutuhkan investasi yang mahal, juga karena faktor-
faktor yang menentukan kesehatan individu menjangkau jauh di luar faktor

kesehatan itu sendiri.**

Kelima, Mathory Aquarta dan Soebijantoro, Artikel dengan judul
“Pengaruh Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terhadap Kondisi Sosial
Psikologis Masyarakat Kelurahan Bungo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
1965- 1998, Menjelaskan bahwa peristiwa Gerakan 30 September 1965 terhadap
kondisi psikologli sosial masyarakat di Kelurahan Wungu menunjukkan
munculnya perasaan ketakutan dan waspada warga masyarakat Kelurahan Wungu
tersebut sejak tahun 1965- 1998 yang disebabkan oleh trauma akan peristiwa

penangkapan beberapa warga masyarakat Kelurahan uwung oleh Intel pemerintah.

18Abdul Haris Samendawai, “Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Yang Berat”, Jurnal
Hukum, No. 2 Vol. 16, (April 2009), 253-267.
4Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, Jurnal ELSAM.



ketakutan ini sangat dirasakan oleh warga masyarakat di Kelurahan ungu apabila
melihat tentara, polisi, ataupun orang asing yang tidak mereka kenal, karena
warga menganggap tentara, polisi, tersebut merupakan Intel dari pemerintah yang
bertugas mengawasi warga Kelurahan Wungu. Munculnya rasa takut tersebut
dirasakan dalam hal mencari pekerjaan. dengan munculnya tersebut sehingga
adanya diskriminasi kepada eks tapol dan keluarganya yang akan dipersulit dalam
mencari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, eks tapol juga wajib
absen di Koramil minimal 1 bulan sekali selama diperlukan. hal ini semakin
berdampak besar karena terdapat alasan secara politis, yakni pendidikan politik

selama 32 tahun pemerintahan orde baru.®

Keenam, Manunggal Kusuma Wardaya, Artikel dengan judul “Keadilan
Bagi Yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi
1965”7, menjelaskan tentang penyelesaian kasus 1965 yang begitu masif, baik
dalam segala korban maupun luasnya persoalan akan lebih tepat menggunakan
sarana non legal dengan mengupayakan semua pihak yang pernah bersengketa
untuk duduk bersama dan 'saling memaafkan untuk menuju Hari depan yang lebih
baik. mengingat pendekatan yang ditempuh adalah win-win-Solution, masyarakat
termasuk korban dan pelaku’ harus menyadari kepentingan yang lebih besar
dengan tidak memaksakan Keinginan satu pihak saja, namun kepentingan bangsa
yang lebih luas. penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu

berupa pengakuan adanya tragedi 1965 harus dilakukan tak hanya dalam

15 Mathory Aquarta dan Soebijantoro, “Pengaruh Peristiwa Gerakan 30 September 1965
terhadap Kondisi Sosial Psikologis Masyarakat Kelurahan Bungo Kecamatan Wungu Kabupaten
Madiun 1965- 1998, Jurnal Agastya, Vol 04 No 02, (Juli 2014).

10



fungsinya yang simbolik sebagai Ekspresi rekonsiliasi dan dihormatinya hak asasi
manusia namun juga sebagai bentuk konkrit kewajiban negara untuk menghormati
hak asasi manusia. pengakuan ini harus ditindaklanjuti dengan pemberian
kompensasi dan rehabilitasi terhadap semua warga negara yang pernah menjadi
korban berbagai pelanggaran HAM 1965. Kasus Tragedi 1965, memiliki nilai
strategis yang begitu penting dan merupakan batu ujian bagi negara untuk
menyelesaikan kasus pelanggaran HAM lain yang hingga kini belum
terselesaikan. Jika rekonsiliasi bisa tercapai korban dan pelaku bisa saling
memaafkan, maka berbagai pelanggaran HAM Masa Lalu seperti tragedi 27 Juli
1996, penculikan aktivis dan lain-lain yang masih diselimuti misteri akan. pada
gilirannya semua akan berimbas positif dan semakin mengokohkan persatuan
nasional dalam menghadapi tantangan pergaulan dunia yang semakin

mengglobal.*®

Berdasarkan dari beberapa artikel di atas, isi yang dipaparkan berbeda
dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun ada beberapa letak kesamaan
antara lain pada pemenuhan hak asasi dan perlindungan HAM, akan tetapi letak
perbedaannya- pada” obyek dan fokus ‘penelitian’ yang--berbeda dan cara
pendampingan dengan melakukan pendekatan secara klinis dalam kacamata social
work, peneliti juga belum menemukan pendampingan secara menyeluruh terhadap
korban langsung yang telah diteliti dan kebanyakan masih berfokus pada

kebijakan HAM yang diberikan oleh Negara.

16 Manunggal Kusuma Wardaya, “Keadilan bagi yang berbeda paham: rekonsiliasi
dan keadilan bagi korban tragedi 1965, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, No. 1, (Februari
2010).
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E. Kerangka Teori
Teori merupakan dasar pembuatan unit analisis penelitian dan diperlukan
untuk menganalisis serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari
penelitian yang dilakukan. Studi ini akan menghubungkan Civil Society dengan
advokasi atau pendampingan yang dilakukan Fopperham yang melindungi para
korban HAM berat masa lalu untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga

Negara Indonesia.

Sebagian besar studi yang banyak dilakukan mengenai organisasi Gerakan
sosial di Indonesia tidak mengaitkan peran gerakan sosial dalam perubahan sosial
di masa mendatang dan studi-studi tersebut umumnya belum menggunakan
pendekatan yang perspektif dialektis, sifat saling keterkaitan antara keadaan
ekonomi, Politik, kultural dan lingkungan, melainkan lebih terfokus kepada satu
aspek saja. Peran ke pendidikan LSM dalam melahirkan kesadaran kritis dan
ideologi serta peran LSM dalam menciptakan diskursus alternatif
bagi diskursus dan hegemoni developmentalisme tidak mendapat perhatian yang

memadai.

Peran masyarakat sipil terorganisir (Organized Civil Society) dalam
transformasi sosial dalam konteks dunia ketiga, didefinisikan sebagai penciptaan
hubungan ekonomi, politik, kultural, dan lingkungan yang secara mendasar baru
dan lebih baik. Dalam hal ini transformasi sosial dianggap sebagai salah satu
model atau bentuk alternatif tentang perubahan social, yang merupakan tujuan

utama setiap gerakan sosial.

12



Dalam kajian tersebut muncullah teori yang berpaku dalam penelitian ini
yakni gerakan social dalam masyarakat sipil atau Civil Society. Berbicara tentang
gerakan-gerakan sosial berarti kita membahas aktivitas kelompok-kelompok
sosial dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada para pemimpin masyarakat
atau negara. Definisi gerakan sosial dari Anthony Giddens menyatakan bahwa
“gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan
bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif

(collective action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan”.t’

Pertumbuhan jumlah organisasi Gerakan sosial di dunia ketiga khususnya
LSM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sejarah diskursus
pembangunan keberadaan LSM dan banyak organisasi Gerakan sosial di
Indonesia senantiasa berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan sehingga
di banyak negara dunia ketiga istilah LSM atau selalu berkonotasi organisasi
pembangunan non pemerintah peran LSM Indonesia sebagai bagian dari

organisasi Gerakan sosial.

Dalam penjelasan tersebut, studi ini mengkaitkan tentang beberapa teori
yang muncul dalam gerakan social. Pemenuhan kesehatan yang diberikan kepada
para korban merupakan hasil dari pendampingan secara psikologis mental agar
para korban dapat mendapatkan hak mereka sebagai warga Negara Indonesia.
Agar pemenuhan hak asasi dapat terpenuhi dengan maksimal. Sehingga dilakukan
dampingan secara luas yakni dengan advokasi korban langsung dan korban tidak

langsung untuk memenuhi hak kesehatan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga

17 Fadillah Putra Dkk. Gerakan Sosial. (Malang. Averrors Press. 2006) hal. 3
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NGO menjadi jembatan untuk Fopperham menjalankan tujuan untuk membantu

serta memberikan dukungan terhadap para korban.

Dalam praktik keseharian baik yang dilakukan oleh praktisi (advokat,
pendamping korban) maupun kalangan akademisi mempunyai pandangan yang
sama Yyaitu pekerjaan advokasi adalah sebuah pembelaan bagi korban baik
individu maupun kelompok atau masyarakat. Advokasi ini akan mengkaitkan
dengan masyarakat sipil, bahwa dalam mendampingi atau mengadvokasi
masyarakat perlu memahami tentang beberapa gerakan social yang akan

membantu dalam pendampingan.

Advokasi akan lebih mempererat pendampingan korban HAM berat masa
lalu. Tujuan dari pekerja sosial yakni membantu klien menegakkan dan
memperbaiki kebijakan sosial lembaga (sesuai konstitusi negara bagi lembaga
sosial pemerintah) penerimaan hak-hak dasar mereka secara efektif melalui
perubahan program-program dan kebijakan-kebijakan yang mempunyai efek

negatif bagi orang (individual dan kolektif) sebagai warga negara.*®

Dalam penjelasan tersebut dapat sebagai rujukan dalam menganalisis
terkait masyarakat sipil ini sebagai madal lembaga untuk mengadvokasi klien
dampingan. Advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam memberdayakan
masyarakat biasanya dilakukan dengan membantu klien untuk mengakses sumber-

sumber, mengkoordinasikan distribusi, merancangkembangkan kebijakan

18Cepi Yusrun Alamsyah, Praktik Pekerjaan Sosial Generalis Suatu Tuntunan Intervensi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 72.
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program-program kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari

fungsi manajemen sumber.!®

Dengan demikian, manajemen sumber mencakup pengkoordinasian,
pensistematisan dan pengintegrasian sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan
sosial klien individu, kelompok, dan masyarakat. Ketimbang memberi bantuan
batrang atau uang secara langsung. Fopperham bekerjasama dengan beragam
stakeholder dan berupaya menghubungkan para korban HAM berat dengan
sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dapat meningkatkan
kepercayaan diri, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan memenuhi

kebutuhan para korban.

Strategi yang dilakukan oleh Fopperham untuk memberikan layanan atau
advokasi para korban dalam memenuhi hak kesehatan berpedoman dalam tiga
sektor. Pertama, Sektor Mikro, peran utama pekerja sosial adalah sebagai broker
(pialang) sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang tersedia
di lingkungan sekitar. Sebagai pialang sosial, teknik utama yang dilakukan
pekerja ‘sosial ~adalah ‘manajemen ~kasus: (Case ~Management) yang
mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam
penyedia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan meliputi: (1) Melakukan
asesmen terhadap situasi dan kebutuhan khusus para korban, (2) Memfasilitasi
pilihan-pilihan para korban dengan berbagai informasi dan sumber alternatif, (3)
Membangun kontak antara para korban dan lembaga-lembaga pelayanan social,

(4) Mengimpun informasi mengenai berbagai jenis dan lokasi pelayanan sosial,

19 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, (Bandung: Alvabeta, 2007), 167.
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parameter pelayanan, dan kriteria kelayakan, (5) Mempelajari kebijakan-kebijak,
syarat-syarat prosedur dan proses pemanfaatan sumber-sumber kemasyarakatan,
(6) Menjalin relasi kerjasama dengan berbagai profesi kunci, (7) Memonitor dan

mengevaluasi distribusi pelayanan.

Kedua, Sektor Mezzo, sebagai mediator, pekerja sosial mewakili dan
mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi
masalah sosial yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, memonitor dan
mengevaluasi rencana aksi. Teknik advokasi yang dilakukan adalah membangun
jejaring (networking) guna mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-
pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi,
lembaga bisnis, serta tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki
kepentingan sama. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pekerjaan
sosial sebagai mediator diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Menelisik
pandangan dan kepentingan-kepentingan khusus dari masing-masing pihak, (2)
Menggali kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengalami
konflik, (3) Membantu pihak-pihak agar dapat bekerjasama dengan berbagai
fraksi, “(4) -Mendefinisikan, ‘mengkonfrontasikan “dan menangani berbagai
hambatan komunikasi, (5)Memfasilitasi - pertukaran informasi secara terbuka

diantara berbagai pihak yang terlibat.

Terakhir, Sektor Makro, Peran pekerja sosial pada tataran makro adalah
menjadi aktivitas dan analisis kebijakan. Sebagai aktivis, pekerja sosial terlibat
langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat.

Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan,
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memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil,
melakukan lobby dan negosiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum,

termasuk melakukan class action.

Peran analisis kebijakan lebih bersifat tidak langsung dalam melakukan
reformasi sosial. Pekerja sosial melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan
masyarakat, mengevaluasi bagaimana respon pemerintah terhadap masalah,
mengajukan opsi-opsi kebijakan dan memantau penerapan kebijakan. Penjelasan
tersebut merupakan hubungan masyarakat sipil dan pekerjaan social dalam
strategi advokasi. Dalam pendampingan komunitas yang mempunyai status social
sebagai mantan tapol dan mendapatkan stikma negatife, maka dapat dijelaskan
dalam 3 poin tersebut. Dalam poin-poin tersebut mempunyai arti luas dan
berhubungan dengan komunitas dan masyarakat yakni dalam poin mezzo dan

makro.

F. Metode Penelitian

Studi lapangan dilakukan dengan memilih lembaga FOPPERHAM (Forum
Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi‘Manusia) Yogyakarta. Sedangkan jenis dan
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Peneliti menggunakan studi kasus sebagai teknik untuk melakukan
penelitian. Adapun untuk mendukung data, peneliti mengambil data dari karya-
karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, yang berguna untuk memperkaya
data. Informan dalam studi ini mulai dari direktur Fopperham, korban

pelanggaran HAM 1965 diambil 11 orang dan beberapa staff Fopperham. Adapun
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obyek penelitiannya adalah advokasi hak kesehatan pada korban pelanggaran
HAM berat masa lalu 1965.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa
observasi yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui kegiatan serta proses
para pendamping dalam melakukan penanganan pemberian pelayanan terutama
pelayanan kesehatan terhadap para korban langsung tahun 1965. Wawancara
dilakukan langsung di lembaga dan rumah korban (apabila dibutuhkan) serta
Dokumentasi yang berupa dokumen surat atau lampiran-lampiran data yang
terkait dengan klien (para korban HAM berat 1965).

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model interactive model, yang
unsur-unsurnya meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data
display), dan conclusion drawing/ verification. Alur teknik analisis data dapat

dilihat seperti gambar di bawah ini:?°

Penyajian Data

ol >
Pengumpulan Data ® i
"[ gump (Data Display)
A
\ 4
Reduksi Data g _ | Penarikan Kesimpulan
(Data Reduction) (Verification)

Gambar 1.1 Analisis Model Interaktif

20 Sugiyono, Metode Penelitian, 338.
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Gambar mengenai komponen analisis data model Miles dan Huberman
diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat
dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan

tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan penulisan penelitian ini terbagi dalam
beberapa bab yang memiliki sub-sub bab, dan masing-masing bab saling terkait
sehingga akan terbentuk kesatuan dalam pembahasan.

BAB | PENDAHULUAN, berisikan penegasan judul, latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka teori, dan metode penelitian, sistematikapambahasan.

BAB Il PROTRET LEMBAGA FOPPERHAM, berisikan tentang
gambaran umum atau profil tentang Fopperham Yogyakarta dan profil lembaga.
Pada bab ini juga akan membahas tentang sejarah berdirinya Fopperham, letak
geografis, visi dan misi, manajemen sumber daya, tujuan lembaga, program dan
jaringan_kerjasama lembaga, struktur FOPPERHAM, serta cerita penangkapan
pada tahun 1965 oleh korban langsung.

BAB 11l PEMBAHASAN, pertama, membahas cara advokasi Fopperham
terhadap para korban pelanggaran HAM berat tahun 1965. Kedua, Langkah-
Langkah Advokasi Fopperham Dalam Mendampingi Korban Ham 1965.

BAB IV PENUTUP, yang berisikan tentang kesimpulan yang didapat dari
hasil penelitian lapangan. Sarta saran-saran yang ditujukkan kepada instansi yang

berkaitan dengan penanganan masalah sosial, hukum dan HAM.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil uraian penelitian tentang Advokasi Hak Kesehatan Pada Korban
Pelanggaran HAM Berat Tahun 1965 di Fopperham Yogyakarta, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Advokasi Fopperham pada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965
dapat diketahui dari beberapa cara, yaitu: Pertama, edukasi pendidikan
bagi masyarakat yang meliputi dalam hal melakukan workshop
pendidikan, kampanye publik tentang pendidikan, dan mengadakan
seminar maupun sosialisasi tentang pendidikan. Kedua, melakukan
advokasi kebijakan publik yang meliputi pada bidang kerjasama dengan
LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), menjalin kerjasama
dengan NGO, memfasilitasi bentuk pelayanan pertemuan.antarkomunitas
sesama Kkorban pelanggaran HAM “berat 1965. Ketiga, melakukan
kerjasama dengan-instansi.'Dalam hal ini meliputi beberapa bidang yaitu;
menjalin kerjasama dalam bidang instansi kesehatan, menjalin kerjasama
dengan konselor, melakukan gerakan preventif terhadap para korban HAM
berat 1965, memberikan bentuk perlindungan kesehatan para korban.

2. Bentuk keberhasilan Fopperham dalam melakukan pendampingan

terhadap korban ham 1965. Pada tahan keberhasilan di sini dapat dilihat
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dari beberapa aspek. Pertama, dilihat dari mikro tingkat keberhasilan yang
dilakukan Fopperham terhadap para korban HAM berat 1965 sudah
maksimal, bahkan pendekatan ini sangat mendapatkan apresiasi dari dinas
sosial dan dinas pendidikan. Karena mampu memberikan pemahaman dan
kesadaran kepada masyarakat. Bahkan dari situ, baik dinas sosial dan
pendidikan melakukan cara yang dilakukan oleh Fopperham dalam
memberikan kegiatan yang sama di masyarakat korban ham 1965. Kedua,
dilihat dari sektor mezzo (kelompok) secara umum belum maksimal
bentuk kegiatan yang diberikan oleh Fopperham. Sedangkan yang berjalan
pada sektor setiap pertemuan rutinitas satu bulan sekali dalam memperkuat
silaturahim antar sesama Kklien. Ketiga. Dilihat dari sektor makro
(menyeluruh) program vyang dijalankan Fopperham belum berjalan
maksimal. Karena spektrum jangkuannya yang luas dan butuh waktu lama
untuk memberikan kontribusi dalam hal pelayanan dan kegiatan yang
menunjang kemandirian terhadap klien butuh perspektif yang sama antar
sesama klien dan keterbatasan tim fasilitator yang belum bisa melakukan
pendampingan secara maksimal -menjadi problem tersendiri. Sehingga

secara'makro program yang dijalankan belum berjlan secara maksimal.

B. Rekomendasi
Adapun beberapa rekomendasi untuk kedepan, agar penelitian tentang
advokasi lebih baik lagi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial
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Untuk memberikan bentuk advokasi terhadap kelompok marginal di
masyarakat. Perlu adanya pendampingan dari pihak dinsos dalam terjun langsung
di lapangan. Selain itu, advokasi ini juga tidak hanya difokuskan pada ekonomi,
pendidiakn, dan sosial. Tetapi juga pada sektor kesehatan, mengingat faktor
kesehatan sangat jarang sekali yang melakukannya. Oleh karena itu, bagi Dinsos
Yogtakarta untuk kedepan dalam memberikan kegiatan selainpada kesehatan juga

dalam sektor lainnya untuk menunjang pada kemandirian klien.

2. Bagi Para Korban
Sebuah program kegiatan bisa berjalan apabila dari klien juga memiliki
komitmen dan semangat dalam menjalankan program yang diberikan oleh
Fopperham tidak hanya mengandalkan dari Fopperham saja. Melainkan program
kegiatan yang mengarah pada kesehatan klien bisa berhasil apabila dimulai dari

diri klien.

3. Bagi akademisi
Untuk meunjang keberhasilan sebuah penelitian yang baik, para akademisi
harus lebih detail lagi dalam melakukan riset terkait tentang isu-isu sosial. Di
mana tema tentang isu-isu sosial terus akan diminati oleh para peneliti, dan bisa
juga untuk memberikan masukan bagi Dinsos maupun Kementerian Sosial dan
dinas-dinas lainnya. Agar program-program selama ini yang terjadi di lingkungan
masyarakat bisa diperbaiki lagi dan tepat sasaran. Sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Dan kedepan masyarakat bisa mandiri, berdaya, dan tidak

ketergantungan sosial.

4. Bagi Lembaga Fopperham
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Fopperham seharusnya melakukan evaluasi dan tidak harus fokus dalam
pendampingan advokasi kesehatan. Melainkan lebih dari itu, seperti
pemberdayaan dalam bidang ekonomi, pendampingan dalam bidang skill para
korban dan bentuk penguatan ekonomi lainnya. Di mana tujuannya ini adalah
untuk memberikan kemandirian bagi para korban.

5. Bagi Stakeholder

Bagi stakeholder, sudah seharusnya ikut andil dalam memberikan
komtribusi terhadap klien. Karena melalui peran stakeholder yang massif akan
memberikan dampak positif klien dalam kehidupan sehari-hari. Agar kedepan
lebih baik stakeholder diharapkan tidak hanya diam saja, tetapi progresif dalam

melakukan kegiatan kemasyarakatan.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah rabbi al-alamin, Kiranya ungkapan itulah yang paling patut
penulis ucapkan setelah selesainya atau paling tidak setelah dianggap selesainya
tulisan ini. Sepenuhnya penulis sadar bahwa apa.yang-dapat penulis ketengahkan

di sini adalah semata-mata karena anugerah-Nya, karena taufiq dan hidayah-Nya.

Boleh jadi tesis inisudah selesai minimal dalam tinjauan “pedoman” tetapi
selesai hanyalah batas dari sebuah upaya atau mungkin juga batas waktu. Selesai
tidak secara langsung berarti lengkap atau sempurna. Selesai adalah saat dimana
sesuatu itu harus diletakan. Sebagaimana mengerjakan ujian, selesai adalah
mengembalikan pekerjaan untuk dikoreksi. Karenanya setelah selesainya skripsi

ini, penulis dengan senag hati akan menerima koreksi dan saran dari sipa saja
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sebagai sesuatu yang amat berharga.Dan yang terakhir, penulis punya harapan
semoga tulisan dengan segala kekurangan dan kelebihannya mengandung nilai

kebaikan dan memberikan cukup manfaat.
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